GUBERNUR KALEWEANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 129 TAHUN 2021
' TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS]
SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

¥

DENGAN RAHMAT‘TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang Coa. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1)
Peraturan - Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016
sebagaimana  telah diubah  dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas’ Pelamlan Pemerintah Nomor 18 Tghun 2016
tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa
Perangkat Daerah vang pelaksanaan tugas dan
fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompolk
jabatan fUBOSIOﬁEd menghapus unit organisasi vang
tugas dan fungsmjya telah digantikan secara penuh oleh
kelompok jabatan fungsional; :

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Huruf b
Peraturan Menter:, Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraanf Jébatan  Administrasi ke Jabatan
Fungsional‘ ‘mengamanatkan bahwa penyetaraan
}aba.ta_n dz&akukan pada instansi Daerah;

bahwa daiam rangka mewujudkan birokrasa vang
dinamis dan. profesional sebagai upaya pemngka’can
efektivitas - dan efis1en31 guna mendukung kinerja
pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan
birokrasi melalu; . ‘penvetaraan jabatan administrasi ke
dalam Jabata“l fungsional;

d.  bahwa berd asarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ maka
perlu - menetapl«_a,n Peraturan Gubernur tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Pungsi

serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kahmanian Barat;




Mengingat

10.

Pasal 18 ayat '(6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 1106};

Unda11g~Unéang Nomor 17 Tahun 1985 tentang
Ratifikasi Konvensi 'PBB tentang Hukum Laut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3319);

UndanOf-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda
dan Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3501);

Undanngﬂdang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3647);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);"

Undang-Undang -Nomor 27 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5490j;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia * Tahun 2014 Nomor 244,  Tambahan
Lembaran Negata  Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
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12.

13.

14,

15.

16.
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Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang
Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 47 79);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat = Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477); '

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan

Fungsional {Berita. Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi . Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah tdntuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); -

Peraturan Daerah’ Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan 'Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 20721 Nomor

5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Nomor 5);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN ,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Provinsi Kalima.ntan Barat.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan 'Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negéxra Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, ‘

Pemerintah Daerah adalah Gﬁbemur sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubgmﬁr Kalimantan Barat.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur
pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kalimantan Barat. ' '

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional

dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Barat. ' '

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yvang
bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. '
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawal pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang seiahj_umya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.




12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan vang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan R

dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Administrasi pada pemermtah Provinsi Kalimantan Barat.

.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan -

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampﬂan tertentu.

Pejabat i‘ungsmnal adalah Pecrawag ASN yang menduduki Jabatan :'::_ EEA

Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungé’ierial Yaiigt .
selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat SR

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian /Inpassing
pada jabatan fungsional yang setara.

Pengelolaan Wilayah Pesisir - dan = Pulau-Pulau Kecil adalah suatu oy
pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan PRI
pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dﬂakukaﬂ___f_;f :
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem .o

darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan mansjermien umuk F A

meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Wilayah Pesisir adalah daerah-peral:ihaﬂ_ antara Ekosistem darat dan laut = .

yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2 OOO '_;:;:_ B

km? (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayatl it
sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; il
sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, ==
mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir; air e S
laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastriktur laut . B
yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lmgkungan
berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah’ air:

yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energl gelombang lau:t 5
yang terdapat di Wilayah Pesisir.

Ekosistem adalah kesatuan komumtas tumbuh- ‘tumbuhan hewa,n, i

organisme dan non organisme ‘lain serta proses yang menghubungkanny& A . e

dalam membentuk keselmbaﬁ@an stabzhtas dan produktivitas.

Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan mehpuu
perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, permran-
yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, peranan S

dangkal, rawa payau, dan laguna.
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BAB 1]
KEDUDUKAN
Pasal 2

Dinas Kelautan dan Peﬁkanan Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawahb
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
| Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

‘ Pasa_l 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas
Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

a.

72

perumusan program kerja di bidang perikanan tangkap, perikanan
budidaya, pengolahan dan. pemasaran produk kelautan dan perikanan,
serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasarn;

perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budid.éya,
pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan,
pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;

pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya,
pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan,
pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan; '

pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kelautan
dan Perikanan; ‘ _

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
pelaksanaan administrasi Dinaé Kelautan dan Perikanan; dan

pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh

Gubernur di bidang kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. ‘
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan
Barat terdiri dari:

. Kepala Dinas;

TP

. Sekretariat;

Bidang Perikanan Tangkap;

SRS

- Bidang Perikanan Budidaya;

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan;
Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Pengawasan,

Unit Pelaksana Teknis; dan

5@ oo

. Kelompok Jabatan Fungsional..

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan
Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

" Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1} huruf .' a,
mempunyai tugas memimpin, 'merlimuskan, mengkoordinasikan, membina,
mengarahkan, menyelenggarakéﬂ, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas
di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.

| Pasal 7

Untuk mélaksanakan tugas sebagainlana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala
Dinas mempunyai fungsi : -

&.

penetapan program kerja di bidémg perikanan tangkap, perikanan budidaya,
pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan,
pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan; _

perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya,

pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan,
pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;

pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang perikanan tangkap,
perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan
perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;
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d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perikanan tangkap,
perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan
perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;

€. penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan tangkap, perikanan
budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan,

serta kelautan, pesisir, pulau-pulau  kecil, dan pengawasan sesuai
ketentuan peraturan peundang-undangan;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggarasn reformasi
birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan
pelayanan publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan; ,

8. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di ingkungan Dinas;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di
bidang perikanan tangkap, perikanan  budidaya, pengolahan dan

pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-
pulau kecil, dan pengawasan;

i. pemberian saran dan pertimbangan_kepada Gubernur berkenaan dengan

perumusan kebijakan. di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya,
pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan,

pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan; dan

J- pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan

perikanan yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. o

Bagian Keempat
Seiqetafiat
Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dipimpin oleh

seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di
bidang rencana kerja, moﬁitdrin‘g" dan evaluasi, umum dan administrasi
kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di
lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat
mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;




k.
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penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di
rencana kerja, monitoring dan evaluasi,
pengelolaan keuangan dan aset;

bidang penyusunan
umum dan aparatur, serta

pengkoordinasian dan fasilitas;
monitoring dan evaluasi, umum d
dan aset;

terhadap penyusunan rencana kerja,
an aparatur, serta pengelolaan keuangan

pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja,
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di
lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;

penyelarasan dan kompila_si penyusunan rencana kerja di lingkungan

Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja,
monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset serta umum dan

aparatur di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; : '

pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan
Dinas Kelautan dan Perikanan; ‘

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan
sekretariat; -

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;

pelaksanaan m'onitoring,‘ evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh
Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi ;
a. Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan
b. Sub Bagian Keuangan dan Alse.t.'

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris. I

Pasal 1_2

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat

(1)

huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di

bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebéxgaimana dimaksud dalam Pasal _12, Sub
Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Baglan Umum dan Aparatur

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan d1 blciang 3'
umum dan aparatur d111nghungan dinas;

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di e
lingkungan sekretariat;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi- d1 bldang S
umum dan aparatur;

e. pelaksanaan urusan di bidang umum  dan aparatur sesuai peratur&m
perundang-undangan;

f.  pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan Aparatur' .

e

pemberian saran dan perﬁmbanwan kepada sekretaris berkenaan dengan S
tugas dan fungsi di bldang wmum dan aparatur;

pelaksanaan tugas-dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan

pelaksanaan fungsi lain di b;dang umum dan aparatur yang c‘[lserahkan e
oleh sekretaris.

Pasai 14

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagalmana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)._.-.:._._ i

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap RS E it B

huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolali bahan kebljakan::'js-_f el
pengelolaan keuangan dan aset, penyusunan laporan keuangan dan aset- d1 Ch
lingkungan dinas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sestai tugas dan IR

fungsinya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub-;i_'-:--::5"-".5- L

Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bzdaﬁg:;:&.- .

pengelolaan keuangan dan aset di lmgkuzqgan dinas;

c. pemberian dukungan terhadap peiaksanaan tugas dan fu.nvm ch
lingkungan Sekretariat;

bidang pengelolaan keuarxgan dan aset;

pelaksanaan koordmas1 dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungm d1 : s




e. pelaksanaan urusan ch bldang pengelolaan keuangan dan
peraturan perundang- undanuan A e : :

f. pengendalian dan peneﬂwasan terhadap pelaksanaa 'tugas
Keuangan dan Aset; S

pemberian saran dan permmbangankepadaselﬂetan

tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset

i

h. pelaksanaan monitoring, eva1uas1 dan penyusunan 1ap0r

pelaksanaan tugas dan fungs1 ds. b1dan pengelolaan keuanga ‘dan ase
dan - - :

i.  pelaksanaan fungsi lain d1 b:dang pengelolaa;m keuarlgan_ dai
diserahkan oleh sekretari 13 B LRSI

Bagian Kehmq b
Bldang Pemkeman Tanghap
' " Pasal 16

Bidang Pemkanan Tangkap sebaga;mana dm‘zak;su_d a_lai

bertanggung]awab kepada Kepala Dmas

Pasai 17

a.

b.
Sumberdaya ikan;

c. penyiapan bahan - dan pelumusaﬂ
kepelabuhanan perxkanaﬁ '

d. penyiapan bahan dan perumusan Leszakan tekms
perikanan tangkap; ' R :

e. pengkoordinasian di b1da11g pemkanan tancrhap,

f. pembinaan dan peﬁgawasan terhadap pelaksanaan
bidang perikanan tangkap _'S'esu___a';;_. p_e}'ran}fazgﬂfpér
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g penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan tangkap
sesuai peraturan perundang-undangan;

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pemkanan
tangkap sesuai peraturan per undanﬁ—undancan

i. pemberian saran dan pertlmbangan kepada kepala Dinas berkenaan .
dengan tugas dan funcfs1 di bxdang perikanan tangkap;

J.  pelaksanaan evaluasi dan peiaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang -

perikanan tangkap; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang
perikanan tangkap sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Bidang Perikanan Budidaya
Pasal 19

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf d, dipimpin oleh seorang Ixepaia Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
merumuskan kebijakan teknis di bidang produksi dan usaha perikanan-

budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan dan lingkungan serta -
bertanggungjawab memimpin selur ub kegiatan pelayanan dan administrasi d¢i =

bidang perikanan budidaya.

- Pasal 21 SR
Untuk melaksanakan tugas sebaﬂazmana dirmaksud dalam Pasal 20, Bidang'“_"
Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di Bidang Perikanan Budidaya;

b. penyiapan bahan dan perumusan keblgakan teknis di bidang produksi dan.‘:._':::-_":_'_'_ L

usaha perikanan bud1daya,

. penyiapan bahan dan perumusan kebija]xan teknis di bidang perbemhan-" -

dan pakan;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehaian
ikan dan lingkungan:

e. pengkoordinasian di bidang perikanan budidaya;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi’ dl S

bidang perikanan budidaya sesuaz peraturan perundang-undangan;
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8. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan budidaya
sesual peraturan perundang-undangan;

h. penyelenggaraan kegiatan pelayahan dan administrasi di bidang perikanan

budidaya sesuai peraturan perundang-undangan;

i. pemberian 'saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya;

J. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang
perikanan budidaya; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang
perikanan budidaya sesuai peraturan perundang-undangan.

_ Bagian Ketujuh
Bidang Pengolahan dan Pémasara_n Produk Kelautan dan Perikanan
 Pasal 22

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berada‘di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas. : '

Pasgal 2.3

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan
mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di
bidang pengolahan dan bimbingan mutu, pemasaran dan peningkatan dayva
saing, pengembangan usaha.dan investssi serta bertanggungjawab memimpin
seluruh kegilatan pelayanan dan administrasi di bidang pengolahan dan
pemasaran produk kelautan dan péerikanan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang

Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai
fungsi :

a. penyusunan program kerja di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk
Kelautan dan Perikanan; ' |

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan
dan bimbingan mutu; -

c. penyiapan bahan dan pé}*umusa}n‘ kebijakan teknis di bidang pemasaran
dan peningkatan daya saing; : '

d. penyiapan bahan dan pefumusan kebijjakan teknis di bidang
pengembangan usaha dan investasi;
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e. pengkoordinasian di bidang pengolahan dan pemasaran produk kelautan
dan perikanan; *

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

bidang pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan sesuai
peraturan perundang-undangan; -

g penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengolahan dan

pemasaran produk kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-
undangan; ' '

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang
pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan sesuai
peraturan perundang-undangan;

i. pemberian saran dan pertimbangan’ kepada kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pengolahan dan pemasaran produk
kelautan dan perikanan;

J.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang
pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan: dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di .bidang
pengolahan dan pemasa.ran produk kelautan dan perikanan sesuai
peraturan perundang-undangan. .

Bagian Kedelapan
Bidang Kelautan, Pesisir,' Pu}a{;-Pulau Kecil, dan Pengawasan
- Pasal 25
Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Pengawasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yvang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal _26

Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Pengawasan mempunyai
tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang
pengelolaan ruang laut dan kons_ervaSi‘., pendayagunaan pesisir dan pulau-
pulau kecil, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta
bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di
bidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan.




Pasal 2'7

Untuk melaksanakan tu@as Sebaﬁaamana dlmahsud dalam:PasaI 6. Bidang
Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecﬂ dan Peﬂdawasan mempu_' "ya ungs

a. penyusunan programi kelj;a d1 Bzdang helauian Pemsar, Pulau -Prlau Kecil;

dan Pengawasan;

b. penyiapan bahan dan perumusa_n kebgakan tekms ci1 bldangf_ pengelolas
ruang laut dan Lonservam e S _

c. penyiapan bahan dam perumusan ls.ebtgakan
pendayagunaan pesm&r dan pulaui puiau 1&601}

sumberdaya kelautan dan pemkanan

e. pengkoordinasian di b1da_ug kelautan peszs1

pengawasann;

f.
bzdang kelautan, pesmu pulari pulau kecﬂ
peraturan perundang—undemcan RER b

g.

h.
pesisir, pulau- pulau kecﬂ dan pengawasan sesuai-.peratur 111
undangan; i

i.

-

k.

kelautan, pesisir, pulau puiau Leczl dan penﬁaw
perundang-undangan. . . oo

Bagzan Kesembﬁan
| Umt Pelaksana Tekms :

Pasal 28

(1} Unit Pelaksana Teknis sebagalmana dnnaksud paci
dapat dibentuk uniuk melalxsanakaﬂ keglataﬂ
kegiatan teknis penunjang dlnag Sl
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(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimalksud pada ayat (1), a_ipmpm.-_e;z@h_:_;_;-
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertang'gun_gjamfalé kepada . o

Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pembentukan, Susunan Organisa:si,-‘ Tugas dan Fungsi, sertaTataKergaUmt
Pelaksana Teknis pada Dinas diteteapkan dengan'Pe"raturaifl-;_.-_G'_i_;l'bémur'j:'sé_sq?ai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

| Bagjam Kesepuluh

Kedudukan dan Tugés‘ Kelompok Jabatan Fungsional - '_;' _  S

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1)
huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanalkan
tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan -d6ngan';p'éla3}étﬁaﬁ 'tékins
fungsional. ‘ ST R ¢

(2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabat‘aﬂ:: -diiaki;l{aﬁ' g
sesiai dengan rekomendasi penetapan persetujuan - dari’ 'fkeineﬁ_téfian

terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud'____,padé_'_:_éya;t_'f.__'(_l_)'-'ie
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab ‘secara langsung ;-Ié:épa'gig;
Pejabat Administrator. ' R I R

(4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan
dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam ~ Jabatan
Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator  dan/atau Sub - Koordinator
Kelompok Jabatan Fungsional untuk ‘tugas atau fungsi tertentu yang
dipimpin oleh pejabat fungsional atau cleh -pejab'at‘-_pelékéali'a:['S‘éﬁ_ic_}f%-yaﬂg
ditunjuk, sampai ditetapkannya’ peraturan - perundang-undangan  yang
mengatur tentang Koordinator dan/atau  Sub = Koordinator Jabatan
Fungsional. ‘ ‘ S Ll e |

(5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta
pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator - Kelompok
Jabatan Fungsional sebagaimana dimalksud pada ayat (4), ‘diatur lebih
lanjut . dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah - sésuai  ketentuan

peraturan perundang-undangan: _ R
| | . Pasal 31
(1) Kelompok Jabatan Fungsional yaﬁg. L j.diahigkét' -;inéié;iui

penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tiriggi Pratama, - Pejabat =
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasaikan jenjangnya’ sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang: --berdasarl;’a_n s
keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan .perundangi'_}i

undangan.

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan - |
peraturan perundang-undangan, : S

. Pasal 32

(1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan ci_ﬂan"tik’ - -
kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan . -
diberikan penghasilan yang . sama dengan jabatan yang diduduki -

sebelumnya sampai  dengan ditetapkannya  ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan -

Jabatan.

(2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki "'dis'etaré;léaﬁ_:

dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai =~
dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan, USSP el
(3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduli sebagaimana dimaksud - -
pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan = |
Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti  peraturan = perundang- e
undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut. ~ .. -

BAB 1V
KEPEGAWAIAN
" 'Pasal 33

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN. .
yang memenuhi persyaratdn sesuai ketentuan peraturan perundang:

undangan.

(2} Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN o
yang memenuhi persyaratan  sesuai ketentuan peraturan - perundang- -

undangan.

(3] Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat o
dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. .
(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan- bagi -
Pegawai ASN ‘dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan- - - e

peraturan perundang-undangan.

(5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun _Sesuai'.lqetelﬁttiaﬁ

peraturan perundang-undangan. .

" Pasal 34

(1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan s
mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai:_dengan-.bic.fial'_j_ig-.jj TS G
tugasnya, sampai -dengan peraturan yang mengatur = merigenai Sl

penyederhanaan birokrasi berlakuy.,
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(2) Pelaksanaan mekamsme koordma31 da,n pengeiolaan iatal
dimaksud pada ayat 1) merupakan pehmpahai
yang diberikan oleh" pejabat plmpman __ngb
ketentuan peraturan pemndang undanwan '

(3) Pelaksanaan mekanisme koor dinasi’ dan 1aengeiolaa11:k' g1 sebagaima
dimaksud pada ayat (1) dlbenkan mlau Angka Kredit 25% {dua puluh limsz
persen} dari Angka Kredit - Kumuiatzf untuk 1«;_@11' kan pa
lebih tinggi dan diakui sebageu tugas pokok daiam penetapzm Angka
yang diperhitungkan Sebadaz unsur utama m | ;
pengembangan profem S :

BAB V g
TATA KERJA DAN LAPORA'
o Baglan Pez tama
’1 aia Ker;a
Pasal 35

(1) Kepala Dinas wajib melaksanakan tuefas mem1mpm

mengendalikan, mengarahkan dan memberﬂ{m
bawahannya. HEE R F

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Seluruh Pe;a'bat Admn_‘_l Sty
Fungsional wajib- me;:zeraphan prmsnp koordlria81
sinkronisasi, baik di lingkunigan Dmas maupun amtar
lain sesuai dengan tugas dan fungsmya -

(3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat waglb m&laksan' a

di lingkungan Dinas dan mengambﬂ Eangkah 'Iéing.kah

untuk penyelesa,lan masaiah sesuau I{etentua'
undangan. SR R

Baglan Kedua _
Lapo:ta:ri g
Paoal 36

(1) Kepala Dinas wajib menyampalkan iapo”"n pelaksa
memberikan penjelasan kepada Gubernur
perihal kebijakan yang dltetapkan i

(2) Kepala Dinas wajib - menya:mpaman Laporaﬁ Kinerj ja
melalui  Sekretaris - Daerah - secara “tépat: wak‘tu yang
ketentuan peraturan per undanmundan&an :

(3) Setiap Pejabat di hngkungan Dinas” V\faj.‘ib ema u':

ditetapkan dan wajib - menyampalkan laporan peiaksal an tuga:
memberikan pénjelasan- teknis” atau ketemnga'
masing sesuai dencran tugas dan fun smva :

(4) Setiap Pejabat wa31b menﬁolah Iaporan yanw di
menggunakannya sebagai’ bahan evaluas1 dari laporar 'dalam

saran pertimbangan - kepada I&epala Dmas:'-' mélalm
dijadikan sebagai bahan perumusan keblj akan '
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BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 37

(1} Pelaksanaan program berdasarkan tugas_-_' esentz
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah" R
(2) Pelaksanaan program berciasaris.an tugas pem’barltuan
bersumbel pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne

_ BAB VII
kETENTUAN LAIN LAL{N
Pasal 38 '

(1) Uraian jabatan untuk: seuap Jabaian ch hngkungan Dmas
Perikanan dztetapkan .' oleh Gube}‘mn :
perundang—undangan -

(2) Gubernur melaluz umt ker;a yang
kelembagaan membenkan a' 1s_tens1

pembinaan dan- Peﬂgendahan orgamsa31 33111&
yang dﬁale;sanals,an oleh umt kel }a tem ali: :

Jabatan struk:turai dan. gabatan fuﬁg "onréd berpedom
perundang-undangan. v G

{5} Pada Dinas Kelautan dan Penkanan dapat dlbentuk
ketentuan peratiiran perundang-unda_ngan =

S ':_-}BAB VIII
KETENTUAN PBRALII
Pasai 39 '

Pada saat Peraturan Gubemur S mula:z 'beziaku
melaksanakan tugas pada: Dmas dan Pegawal ASN; 1g
pada Unit Pelaksana Teknis d1 lmcrkungz—m Dinas p
tugasnya sepanjang. belum ada penugasan Vemg.;. baru dari Pei
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"BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor
114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 1:14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugés dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi _'Kalima,ntan Barat (Berita Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku. ' -

Pasal 41
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

pada i al 0 Juni 2021 .
S
Rk %ﬁlﬁ"m IMANTAN BARAT,
%‘E;rﬁ AN

Diundangkan di Pontianak
s Juni 2021,
%@E&a{;ggal 30 Juni 21

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 129
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